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Dan Akhirnya Isaac Newton pernah berkata, “Jika aku bisa 

melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri dipundak para 
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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” *[Quran 

Surat an Nisa ayat 58] 

“Tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut 

undang-undang raja (dien al malik)…” (Quran Surat Yusuf 

ayat 76) 

“Suatu pemerintahan apakah monarki ataukah demokrasi 

tercermin dari tertib hukum yang mengatur negara (legal 

order state) dari negara bersangkutan” * [Hans Kelsen] 

“Intelektualitas adalah minoritas yang berkualitas” [Moh. 

Hatta] 

“Politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa 

politik itu lumpuh” *[Mochtar Kusumaatmadja] 

“Dalam negara demokrasi, kebebasan asasi mendapat 

tempat yang istimewa, namun terkadang kebebasan 

diperaktekkan secara berlebihan, dan akhirnya melahirkan 

distorsi-distorsi yang dapat menodai hakikat dari pada 

demokrasi itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan hukum sebagai 

kekuatan penyeimbang ditengah kebebasan tersebut 

*[Firman] 
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